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KUALITAS BURUH MIGRAN INDONESIA UNTUK
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Siti Hajar, MS, Ph.D

ndonesia needs a regulation to protect its migrant worker who works in other states. ILO as

organization of world labour determines an adequate condition for household and other kinds of

works. Consequently, Indonesia should implement the ILO convention in dealing with its workers,
especially migrant and household ones.

I. Pendahuluan

Setelah mendapatkan desakan dari berbagai pihak, terutama oleh Jaringan Nasional
Advokasi Pekerja Rumah Tangga, pada peringatan Hari Buruh Migran Sedunia, 18
Desember 2011; akhirnya Pemerintah mengabulkan tuntutan perlindungan buruh sebagai
profesi yang layak. Perjalanan panjang untuk ratifikasi telah membuahkan hasil. Hal itu
ditandai dengan dikabulkannya tuntutan perlindungan buruh migran oleh pemerintah
Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi 189 Organisasi Buruh Internasional (ILO,
International Labor Organization) tentang kerja layak pekerja rumah tangga.
Konsekuensinya, Pemerintah Indonesia harus segera mengimplementasikan Konvensi
ILO ke dalam peraturan perundangan guna memberikan perlindungan kepada buruh
migran yang bekerja di luar negeri dan profesi pembantu rumah tangga (PRT) dalam
negeri.

Masih dalam kaitan dengan perlindungan buruh, Ketua Asosiasi Pekerja Rumah
Tangga Medan (Koran Tempo, 19 Desember 2011, Jumiati) menyebut, bahwa selama ini
perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja rumah tangga masih rendah,
termasuk dalam pemberian jaminan upah yang layak terhadap semua pekerja rumah
tangga. Bahkan, sampai sekarang masih banyak pekerja rumah tangga yang mendapatkan
gaji kurang dari Rp 300.000,- per bulan, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR)
untuk semua wilayah di Indonesia. Oleh karenanya, mereka menuntut segera
dihapuskannya segala bentuk perbudakan modern terhadap buruh dan pembantu rumah
tangga. Hal yang sama juga dikemukakan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja. Mereka
berharap, dengan telah diratifikasinya Konvensi ILO oleh pemermtah Indonesia maka
buruh akan mendapatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan. Ratifikasi adalah
merupakan bentuk keseriusan negara untuk melindungi warganegaranya yang dalam hal
ini buruh, sekaligus merupakan tindak lanjut pidato politik dalam sesi ke-100 Sidang
Perburuhan Internasional pada 14 Juli 2011. :
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Dengan telah diratifikasinya Konvensi 189 ILO oleh pemerintah Indonesia,
diharapkan setidaknya ada lima hal yang akan diterima buruh Indonesia antara lain: (1)
pengakuan gaji sebagai pekerja yang layak; (2) penghapusan PRT anak secara bertahap;
(3) hak memegang dokumen; (4) hak atas jaminan sosial; serta (5) hak atas pendidikan
dan pelatihan. Implementasi dari ratifikasi Konvensi ILO 189 oleh pemerintah Indonesia
harus memberikan rasa nyaman bagi buruh sebagai warganegara, karena profesinya
mendapatkan perlindungan kerja. Profesi PRT harus ditempatkan sebagai profesi,
sehingga harus mendapatkan hak yang layak sebagaimana layaknya profesi lain. Menurut
data di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tahun 2011 jumlah PRT ternyata
lebih 10,7 juta untuk PRT yang bekerja di dalam negeri, dan 6 juta yang menjadi PRT
migran di luar negeri.

Ratifikasi merupakan titik awal untuk mempersiapkan buruh sebagai tenaga kerja
professional yang berkualitas, dan memiliki ketrampilan. Oleh karenanya, perlu
dilakukan pendidikan dan. pelatihan yang dapat menunjang profesi buruh, baik yang
bekerja di sektor formal maupun di sektor informal, seperti profesi kerja pembantu rumah
tangga. Dengan demikian, buruh yang merupakan Sumber Daya Manusia (SDM)
Indonesia bisa bersaing dan berkompetisi dengan tenaga kerja dari Negara-negara lain,
seperti buruh dari Philipina, India, Malaysia di wilayah Asean; maupun pekerja dari
Negara-negara di luar Asean.

Sebagai pekerja, buruh idealnya juga harus memiliki suatu ketrampilan.

Ketrampilan yang dimiliki harus dapat menunjang profesinya, sehingga mereka dapat
melaksanakan tugas kerjanya dengan baik. Oleh karenanya, buruh sebagai sumberdaya
manusia juga harus dipersiapkan oleh para pihak yang berkaitan. Perlu pemberian bekal
dan dilakukan pelatihan di berbagai bidang, seperti pemberian ketrampilan memasak,
membersihkan rumah (house keeping), dan sebagainya; kepada calon pekerja rumah
tangga dan pekerja jasa penginapan (hospitality). Untuk buruh migran perlu juga
diberikan pelatihan ketrampilan berbahasa, serta pemahaman budaya Negara tempat
mereka akdn bekerja. Di samping itu, perlu juga diberikan bekal pemahaman tentang
perlindungan hukum, serta hak dan kewajibannya sebagai pekerja.
% Ketrampilan dan kompetensi harus dimiliki oleh pekerja Indonesia, agar mereka
bisa bekerja dan melaksanakan tugasnya secara professional. Karena pada umumnya para
penyedia kerja lebih senang dan berharap mendapatkan tenaga kerja yang telah memiliki
. ketrampilan sesuai dengan pekerjaannya. Sumber daya manusia sebagai pekerja trampil
yang kompeten harus dihargai, diberikan imbalan gaji yang layak, dan diberikan
perlindungan hukum dan keselamatan kerja oleh pengguna jasa.

Ketrampilan berbahasa juga sangat penting bagi buruh migran untuk dapat
menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik. Tanpa memiliki pemahaman bahasa yang
digunakan di Negara tempat mereka bekerja, maka mustahil buruh migrant dapat
melaksakan pekerjaannya dengan baik. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki
peranan yang cukup penting di dalam kaitannya dengan dunia kerja dan kehidupan
sehari-hari di dalam masyarakat. Sering terjadi salah paham antara majikan dengan buruh
migran Indonesia, karena keterbatasan ketrampilan berbahasa. Bahkan, menurut hasil
penelitian, salah satu penyebab terjadinya penyiksaaan terhadap buruh migran Indonesia
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karena terjadinya salah tafsir, akibat keterbatasan bahasa. Bahkan, buruh
migran Indonesia sering dianggap kurang kompetitif, digaji lebih rendah dibanding
dengan buruh migran Philipina, dan harus bekerja dengan jam kerja lebih panjang; akibat
keterbatasan pemahaman bahasa.

Pemahaman hukum penting dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia, terlebih bagi
tenaga kerja migran yang bekerja di luar negeri. Tenaga kerja harus memahami tentang
hak dan kewajibannya sebagai pekerja, serta harus paham cara dan mengetahui tempat
untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika ia mendapatkan permasalahan. Mereka
harus mengetahui tempat untuk mencari perlindungan hukum, khususnya bagi buruh
migran yang bekerja di luar negeri; misal ketika mereka mendapatkan penyiksaan oleh
majikannya, tidak dibayarkan gaji, dan sebagainya, serta masalah-masalah lain yang
berkaitan dengan pekerjaannya.

Upaya perlindungan terhadap buruh migran Indonesia harus terus dilakukan dan
terus ditingkatkan, baik oleh pemerintah, swasta, maupun oleh para pihak terkait.
Demikian juga perlindungan terhadap pekerja rumah tangga di dalam negeri. Di sisi lain,
ketrampilan buruh migran juga harus terus kita tingkatkan, agar mereka menjadi tenega
kerja yang professional dan memiliki daya tawar yang tinggi. Terlebih, setelah
diberlakunya masyarakat ASEAN, yang meniadakan sekat-sekat kedaulatan antar negara.
Setelah diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN, tenaga kerja asing bebas bekerja
di Indonesia, demikian pula tenaga kerja Indonesia juga bebas bisa bekerja di negara lain.
Faktor penting yang akan menentukan adalah, tingkat ketrampilan sebagai pekerja
profesional. Oleh karenanya, agar tenaga kerja Indonesia kompetitif di tingkat global,
perlu dimilikinya ketrampilan dan kompetensi sebagai pekerja profesional di bidangnya.

Seperti telah disebut di muka, dewasa ini tercatat ada 6 juta buruh migran yang
bekerja di luar negeri. Pada umumnya mereka bekerja pada sektor informal, seperti
menjadi pembantu rumah tangga, pekerja restoran dan tempat hiburan. Buruh migran
telah menyumbang devisa yang sangat signifikan terhadap perekonomian di Indonesia,
yang sekaligus mengurangi pengangguran. Buruh migran tersebut setiap _bulannya
mengirimkan uangnya ke Indonesia untuk menghidupi rata-rata 2-3 anggota keluarga
mereka. i

Selain menjadi pembantu rumahtangga, ada juga buruh migran Indonesia yang
menjadi pekerja seks, bahkan menjadi istri atau pengantin pesanan. Mereka yang terjun
pada bidang tersebut karena dijebak oleh para calo dan sindikat trafiking. Menurut data di
Departemen Sosial, perempuan yang bekerja menjadi pekerja seks dan pengantin pesanan
di luar negeri, ternyata jumlahnya cukup besar, sekitar 30 persen dari total buruh migran
Indonesia yang di berbagai negara. Menurut hasil penelitian, sampai dewasa ini ternyata
Indonesia merupakan negara asal perdagangan perempuan yang jumlahnya cukup besar.

Trafiking merupakan isu yang sangat sensitif, karena secara tidak langsung
masalah tersebut bersentuhan dengan nilai-nilai budaya patriarkhi yang telah bercokol
cukup kuat di dalam masyarakat Indonesia. Di samping itu, masalah frafiking juga
berkaitan dengan isu diskriminasi di Indonesia. Faktor kemiskinan, budaya patriarkhi
juga ikut memicu terjadinya peningkatan frafiking. Budaya patriarkhi yang
memposisikan perempuan pada tingkat yang rendah di dalam kehidupan masyarakat,
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telah mendorong terjadinya peningkatan trafiking di Indonesia. Perempuan dianggap
warga kelas dua di berbagai bidang kehidupan. Berdasar nilai patrarkhi, secara struktural
perempuan berada pada posisi yang kurang beruntung, memiliki keterbatasan terhadap
sumber-sumber ekonomi, sosial, dan politik, serta memiliki keterbatasan peluang untuk
memilih serta untuk terjun pada level pengambilan keputusan. Akibatnya, terjadi
peningkatan buruh migran pekerja rumah tangga dan perdagangan perempuan asal
Indonesia. Menjadi buruh migran bukanlah pilihan bagi perempuan Indonesia, tetapi
lebih merupakan keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

II. Kualitas dan Ketrampilan Buruh Migran dan Globalisasi

Meskipun upaya untuk melindungi buruh migran Indonesia terus ditingkatkan;
namun masalah penyiksaan dan penganiayaan, serta tidak diberinya imbalan yang layak
terhadap buruh migran masih terus terjadi. Bahkan, menurut hasil penelitian terakhir,
jumlah buruh migran yang diperdagangkan masih cukup tinggi. Menurut sejarahnya,
perdagangan manusia memang merupakan kejahatan manusia yang telah terjadi sejak
lama. Bahkan beberapa bukti menunjukkan, bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung
sejak abad ke-6 di wilayah Romawi, kemudian diikuti oleh berbagai Negara, termasuk
Indonesia. Perempuan dan anak adalah korban terbesar akibat kejahatan tersebut.

Di dalam sejarahnya perdagangan perempuan menunjukkan perkembangan yang
semakin rumit, yang tidak hanya terbatas pada batas-batas wilayah dalam negara,
melainkan berlangsung melintasi batas-batas negara yang satu dengan yang lain. Pola
perdagangan pun juga telah berubah, yang tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi
telah melibatkan sindikat-sindikat yang terorganisir; baik perdagangan perempuan di
tingkat domestik di Indonesia maupun perdagangan perempuan di tingkat international.

Bahkan menurut berita terakhir, belakangan muncul atau berkembang perdagangan
organ tubuh manusia, seperti yang terjadi pada hilangnya orang tubuh vital TKI yang
- meninggal akibat ditembak oleh petugas di Malaysia. Beberapa organ tubuh vitalnya

- dinyatakan sudah tidak lengkap, atau hilang. Perdagangan organ vital manusia, seperti
organ mata, ginjal, hati, menunjukkan tren yang terus meningkat. Namun, untuk
mengungkap kejahatan tersebut, dibutuhkan tenaga professional, karena kejahatan
kemanusiaan tersebut sering dilakukan sindikat yang professional, bahkan sering
melibatkan oknum aparat.

- Dewasa ini perdagangan manusia buruh migran, khususnya perdagangan
perempuan menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat dan semakin
kompleks.Data peningkatan tersebut terekam pada catatan data yang ada pada pemerintah
dan LSM, meliputi bentuk perdagangan manusia buruh migran, pembantu rumah tangga,
pekerja seks, dan pengantin pesanan. Negara tujuannya cukup beragam, seperti negara
Malaysia, Thailand, Taiwan, China, Jepang; serta negara-negara Timur Tengah seperti
Arab Saudi, Dubai, dan sebagainya. Bahkan data terakhir mencatat semakin banyaknya
jumlah perempuan yang diperdagangkan ke negara tujuan seperti Amerika Serikat, dan
Negara-negara maju lainnya.
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Globalisasi ekonomi dunia merupakan salah satu faktor pendorong maraknya
masalah perdagangan perempuan, yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan pola
perburuhan dan perdagangan di seluruh dunia. Hal itu telah mengakibatkan terjadinya
peluang lalu lintas arus barang, jasa dan tenaga kerja juga semakin lebar, yang
selanjutnya berakibat pada terjadinya perubahan arus perpindahan manusia yang semakin
tinggi.
Konsep kesepakatan yang dikenal dengan istilah Asean Economic Community
(AEC) diyakini bakal mengubah pemetaan pasar wilayah Asia Tenggara, karena akan
terbentuk sebuah pasar tunggal yang setara (Indopos, 2012). Saat integrasi ekonomi
diberlakukan, tenaga kerja Negara-negara lain bisa dengan bebas bekerja di Indonesia.
Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga bebas bekerja di Negara lain. Kita tidak bisa lagi
menutup pintu dan membatasi diri. Untuk menghadapi hal tersebut yang terpenting
adalah, mempersiapkan dengan segera Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas,
yang kompeten dan memiliki ketrampilan, serta memiliki integritas. Dengan demikian,
SDM Indonesia akan bisa bersaing dengan SDM Negara-negara ASEAN lainnya.

Sejak akhir abad 20, globalisasi memang telah menciptakan perkembangan yang
cukup signifikan pada semua aspek kehidupan, yang ditandai dengan meluasnya produksi
dan konsumsi, pengaruh budaya Barat, dan model-model sistem politik yang telah
menciptakan masyarakat yang tidak mengenal batas-batas kedaulatan. Ada lima elemen
globalisasi yang telah menciptakan bersatunya kegiatan perekonomian dunia, yaitu: (1)
meluasnya (secara global) produksi industri, perdagangan, konsumsi, kompetisi, dan
terintegrasinya pasar ke dalam satu system aturan perdagangan, investasi dan keuangan;
(2) difusi teknologi modern ke negara-negara berkembang; (3) meningkatnya akses ke
teknologi komunikasi, seperti telepon, televise, dan internet; (4) tumbuhnya pengakuan
akanpentingnya pertumbuhan masyarakat sipil dan pemerintahan yang bersih (demokrasi,
system hokum dan organisasi kemasyarakatan) untuk mengamankan dan mendukung
kemajuan ekonomi yang berkelanjutan; dan (5) globalisasi persoalan lingkungan, baik
masalah lingkungan local yang bisa dilihat seperti pencemaran udara, spesiées yang
kehilangan habitatnya, dan masalah-masalah yang tidak terlihat dalam skala-intemnasional
seperti perubahan iklim global, rusaknya lapisan ozon, meluasnya racun kimia, punahnya
biodiversity, dan sebagainya (Jonathan Dimbleby, 2001).

Di samping mempersiapkan SDM yang kompeten dan berkualitas, Indonesia juga
harus segera membangun infrastruktur di berbagai wilayah. Hal itu penting, mengingat
wilayah Indonesia yang sangat luas, sehingga bisa menekan biaya logistik dan
transportasi yang berpotensi melemahkan daya saing produk Indonesia, serta untuk
mencegah terjadinya penyelundupan. Langkah ini sangat penting yang merupakan modal
untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN.

III. Buruh Migran, Kemiskinan dan Perdagangan Manusia

Sejak krisis multidimensional menimpa Indonesia pada tahun 1998, perkembangan
perdagangan manusia semakin menunjukkan trend yang terus meningkat. Menurut
catatan, seperti telah disebut di muka faktor kemiskinan telah mendorong manusia untuk
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melakukan migrasi ke suatu wilayah yang dianggap lebih memberikan janji untuk
mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk berbagai alasan.

Indonesia sebagai negara yang berada di wilayah Asia Tenggara menunjukkan
dampak yang cukup buruk akibat krisis ekonomi yang dimulai tahun 1998, yang sampai
dewasa ini belum terselesaikan. Celakanya, krisis tersebut telah memberi imbas pada
kehidupan bidang lain, seperti bidang politik, sosial dan budaya, dan bidang hukum, serta
bidang lainnya. Keadaan politik juga telah memberi dampak negatif terhadap
perkembangan bidang ekonomi, dan sebaliknya.

Meningkatnya jumlah pengangguran akibat lambannya pertumbuhan sektor riil
juga telah mendorong semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia.
Gejala lain yang merupakan imbas dari globalisasi ekonomi dunia adalah terjadinya
perubahan pola perburuhan. Peluang untuk melakukan lalu lintas arus barang dan produk,
kini semakin berkembang kepada lalu lintas pengiriman manusia yang menjadi buruh
migran di negara tujuan. Mereka yang ingin memperbaiki tingkat kehidupannya
kemudian melakukan migrasi ke negara-negara yang lebih maju dan lebih makmur. Hal
itu kemudian menciptakan suatu keadaan di mana para majikan dapat meningkatkan
keuntungan bila mempekerjakan buruh migran dari negara miskin, karena dapat diupah
murah. Masuknya penduduk negara miskin menjadi buruh migran di suatu negara yang
lebih makmur, pada umumnya dikarenakan oleh tidak adanya pilihan lain untuk survive
atau kelangsungan hidup mereka. Para pengguna jasa di negara makmur pun juga lebih
memilih untuk mempekerjakan buruh migran, khususnya buruh migran perempuan,
karena alasan lebih teliti, dapat diupah murah, serta tidak banyak menuntut.

Indonesia merupakan negara pengirim buruh migran terbesar di dunia. Menurut
hasil studi, faktor yang paling menonjol yang mendorong orang menjadi buruh migran
adalah faktor kemiskinan di daerah asal. Jumlah penduduk miskin di Indonesia,
menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, terlebih setelah
terjadinya krisis multidimensional sejak tahun 1998. Bahkan, pada tahun 2012 jumlah
penduduk miskin Indonesia telah mencapai jumlah sekitar 40 juta. Suatu jumlah yang

. cukup besar yang mesti harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah.

Di samping faktor pendidikan, rendahnya tingkat ketrampilan juga telah
mendorong orang menjadi buruh migran. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan
telah mengharuskan mereka untuk memasuki dan bekerja pada sektor-sektor informal,
dengan jam kerja yang panjang dan dengan upah yang rendah. Krisis ekonomi telah
menambah potret buruh migran semakin buram. Banyaknya pengangguran akibat PHK
besar-besaran dan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara signifikan telah
membuat persaingan di sektor informal semakin ketat, seperti buruh pabrik, pembantu
rumah tangga, pelayan restoran, dan pekerja hiburan menjadi buruh migran di luar negeri.

Di sisi lain, akibat maraknya arus buruh migran dari negara-negara berkembang
telah mengakibatkan banyak negara maju yang kemudian memperketat kebijakan
keimigrasiannya. Mereka secara ketat mengawasi arus migrasi untuk membatasi
pembengkakan jumlah buruh migran, sementara jumlah peminat justru semakin besar dan
terus meningkat. Akibatnya, banyak buruh migran yang sebagian besar perempuan
tersebut terpaksa memilih jalur ilegal dengan bekerja sama dengan para penyelundup
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untuk tetap dapat melakukan migrasi ke negara tujuan. Di sinilah, perempuan menjadi
sangat rentan terhadap kegiatan perdagangan manusia. Para pelaku perdagangan
melakukan berbagai cara untuk membujuk para perempuan untuk ikut serta dalam
perekrutan buruh migran yang cenderung ilegal. Ketertarikan dan adanya kebutuhan
perempuan akan pekerjaan tersebut merupakan faktor pendorong-penarik yang kemudian
dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan international untuk memasukkan mereka ke
dalam industri seks. Tragisnya, sebagian korban sindikat tersebut adalah perempuan dan
anak-anak di bawah umur. Mereka dijadikan pekerja seks, istri pesanan, buruh murah,
dan pembantu rumah tangga di negara-negara tujuan. Dari segi hukum, mereka juga
kurang mendapatkan perlindungan atas profesinya dan tidak mendapatkan jaminan
keselamatan yang jelas. Di sinilah perempuan menjadi semakin rentan terhadap
kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di Negara tujuan.

Kegiatan perdagangan perempuan (frafiking) menjadi sangat marak dan menarik
karena keuntungan yang diperoleh dari aktivitas tersebut sangatlah besar, baik
keuntungan yang diperoleh oleh pihak pemesan maupun pihak agen penyedia. Pihak
pemesan dapat mempekerjakan para perempuan dengan upah yang sangat rendah, akibat
tingkat pendidikan yang rendah, kurang memahami hukum dan haknya, serta berasal dari
negara miskin. Setiap tahun tidak kurang dari satu juta manusia diperdagangkan, yang
sebagian besar perempuan dan anak-anak yang berusia sekitar usia 14-27 tahun.

IV. Perlindungan Buruh Migran dan Faktor Kendala

Seperti telah disebut di muka, faktor kemiskinan, pendidikan, nilai sosial budaya
(patriarkhi), kondisi politik juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan
perempuan buruh migran. Kondisi politik turut mendorong perempuan untuk melakukan
migrasi ke wilayah yang lebith aman. Tindakan korupsi yang melibatkan pejabat
pemerintah juga turut meningkatkan kasus perdagangan perempuan buruh migran. Dalam
kasus frafiking, segala keperluan dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman
buruh migran dimanfaatkan pelaku perdagangan untuk memberi suap kepada pejabat
berwenang agar pembuatan dokumen palsu bagi para buruh miigran perempuan yang
akan diperdagangkan dapat berjalan lancar. Dengan deikian, korupsi memiliki peran yang
cukup penting yang menyebabkan perlindungan terhadap buruh migran menjadi lemah,
yang menyebabkan meningkatnya perdagangan perempuan buruh migran. Di dalam hal
ini, praktik yang dilakukan adalah pemalsuan akta kelahiran, identitas, paspor dan visa.
Menurut catatan, Pejabat pemerintah adalah pelaku korupsi utama dalam kegiatan
trafiking buruh migran, karena mereka adalah pihak yang paling berwenang dalam
mengurus dokumen bagi seluruh calon buruh migran ke luar negeri.

Proses hukum yang berjalan di Indonesia juga tidak lepas dari unsur korupsi. Di
dalam kelembagaan yudikatif di Indonesia, telah berkembang sebutan mafia peradilan
bagi para oknum pejabat yang telah disuap. Polisi dan Kejaksaan Agung serta lembaga
peradilan lainnya juga telah menjadi sarana pelaku” korupsi dalam penyelesaian kasus
perlindungan buruh migrant dan perdagangan manusia, di mana perempuan telah menjadi
korban yang sekaligus dijadikan pihak yang disalahkan. -
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Menurut hasil studi, para pelaku perdagangan perempuan pada umumnya adalah
orang yang dekat dengan korban, seperti teman, saudara, orang tua, calo atau tetangga
korban, agen penyalur tenaga kerja, bahkan suami mereka. Modusnya adalah,
menjanjikan pekerjaan yang layak bagi mereka, dengan gaji yang menarik, serta
kehidupan yang lebih baik dan tentu menyenangkan. Negara tujuan mereka dipekerjakan
trafiking adalah negara Arab Saudi, Thailand, Jepang, Taiwan, Korea, Singapura,
Hongkong, Amerika Serikat, dan sebagainya. Sedang daerah tujuan domestik di
Indonesia adalah kota Bandung, Semarang, Surabaya, DKI Jakarta, Bali, Lampung,
Medan, dan sebagainya.

V. Beberapa Pihak yang ﬁerperan

Perkembangan terakhir menunjukkan jumlah perdagangan manusia, khususnya
perdagangan perempuan semakin mengkhawatirkan berbagai kalangan. Bahkan, menurut
informasi terakhir, pada tahun 2012 telah terjadi praktik perdagangan organ vital tubuh
manusia. Hal itu telah menimpa tiga (3) orang TKI kita yang bekerja di Malaysia. Mereka
ditembak oleh petugas Malaysia, kemudian ada beberapa organ vital tubuhnya sudah
tidak lengkap, ada yang hilang, yang disinyalir organ vital tubuhnya telah diperdagang-
kan oleh oknum dalam praktik perdagangan organ vital manusia yang melibatkan
organisasi transnasional yang rapi.

Kondisi inilah yang kemudian mendorong banyak lembaga swadaya masyarakat
(LSM) yang bergerak di bidang perempuan secara kontinu menegur pemerintah Indonesia
atas kondisi tersebut. Pemerintah Indonesia dianggap telah mengabaikan fenomena
trafiking yang semakin marak. LSM yang secara intens memperhatikan dan mengawasi
trafiking di Indonesia, khususnya perdagangan perempuan adalah American Centre for
International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration Commision
(ICMC). Kedua lembaga tersebut banyak mendapatkan bantuan dari USAID Amerika
Serikat untuk menjalankan program-programnya, termasuk di Indonesia. Di samping itu,
kedua lembaga tersebut juga aktif memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia
menyusun rencana aksi nasional dalam rangka penghapusan perdagangan perempuan,
serta mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap buruh
migran. Terlebih setelah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO.

Pada forum konferensi regional pertama tentang frafiking yang diadakan oleh
Komisi Ekonomi Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) di Bangkok tahun 1998,
pemerintah Indonesia ikut menandatangani konsensus atau persetujuan negara-negara
Asia Pasifik untuk memerangi perdagangan perempuan, yaitu Bangkok Accord and Plan
of Action 1998 to Combat Trafiking in Women (BAPA 1998 untuk memerangi
perdagangan perempuan). BAPA 1998 adalah perangkat legal regional di dalam upaya
memerangi perdagangan perempuan di kawasan Asia Pasifik oleh PBB. Di samping itu
Juga dibahas tentang bentuk interaksi antar-negara dan keterlibatan NGO sebagai aktor
non-negara di dalam mengimplementasikan persetujuan tersebut untuk menanggulangi
masalah perdagangan perempuan. Di sini aktor non-state dapat memberikan pengaruh
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terhadap kebijakan suatu negara dalam tugasnya sebagai bagian dari masyarakat
international.

Di dalam perkembangannya, konsensus tersebut ternyata tidak berjalan mulus di
Indonesia. Bahkan implementasi UNESCAP baru mulai dilakukan pemerintah Indonesia
pada tahun 2001, setelah mendapatkan teguran atau peringatan dari UNESCAP. Bahkan
pada waktu itu pemerintah Indonesia belum memiliki perangkat atau pedoman khusus
dalam menanggulangi perdagangan perempuan. Keterlambatan terjadi karena krisis
multidimensional tahun 1998 yang kemudian pemerintah membuat prioritas program,
yaitu untuk menangani krisis lebih dahulu, meliputi penangan masalah ekonomi dan
masalah-masalah sosial lainnya di dalam negeri.

Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri, pemerintah menyusun UU Khusus
anti-trafiking pada tahun 2002. Ia menetapkan suatu rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A), yang kemudian ditetapkan dalam
Keppres No. 88 tahun 2002, yang meliputi definisi trafiking berdasar pada berbagai
konvensi international, tujuan RAN, serta susunan Gugus Tugas yang secara aktif
berupaya mencapai tujuan RAN P3A. Sungguhpun masih terdapat beberapa titik
kelemahan, program tersebut harus terus dilanjutkan pada masa pemerintahan SBY dan
pemerintahan berikutnya.

Di samping penyusunan RAN P3A, pemerintah Indonesia juga harus
mengimplementaasikan BAPA 1998 dengan melakukan berbagai perjanjian serta
kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menangani dan memerangi perdagangan
perempuan yang merupakan bentuk kejahatan terorganisir lintas negara, antara lain
dilakukan dengan Malaysia, Australia, Korea, dan Hongkong. Kerjasama tersebut sangat
penting untuk dilakukan karena kejahatan perdagangan lintas negara tersebut telah
melibatkan sindikat international yang sangat rapi, sehingga untuk memberantasnya
diperlukan kerjasama dengan negara lain.

Perdagangan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi perempuan sebagai
manusia, yang dapat digolongkan sebagai bentuk kejahatan transnasional yang berkaitan
dengan individu, yang dalam hal ini perempuan, serta adanya keterlibatan UNESCAP
serta berbagai NGO untuk mengatasinya. Namun sebagai perangkat hukum, BAPA 1998
tidak memiliki sangsi bagi negara penandatangan jika tidak mengimplementasikannya.
Itulah salah satu titik lemah dari kesepakatan international tersebut.

Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP) telah
mengadopsi Bangkok Accord and Plan of Action 1998 sebagai suatu perangkat hukum.
Walaupun sifatnya tidak mengikat dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan
sanksi, namun persetujuan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menuntun
suatu negara yang sedang menanggulangi masalah perdagangan perempuan termasuk
Indonesia.  Sepanjang Indonesia belum memiliki UU Khusus anti-frafiking, maka
ACCORD tersebut dapat digunakan sebagai ketentuan hukum nasional yang mampu
mengikat warganya yang melakukan praktik perdagangan perempuan untuk dikenai
sangsi. Dengan mengadopsi ACCORD tersebut,” maka Indonesia telah melakukan
pendelegasian perangkat hukum regional tersebut dengan menyelaraskannya dengan
hukum nasional yang berlaku. ;
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Karena perdagangan perempuan transnasional melibatkan negara lain, maka perlu
dibahas pula tentang masyarakat international yang berkaitan dengan perdagangan
perempuan. Menurut Hedly Bull (2001) masyarakat international adalah suatu
masyarakat yang memiliki konsensus dan tatanan yang berpedoman pada pola aktivitas
yang menyokong beberapa tujuan sosial dasar di dalam masyarakat, seperti menjaga
semua warganya dari tindak kekerasan yang sewenang-wenang. Mereka memiliki
konsensus dan memiliki kepentingan bersama dan mengkonsepsikan diri mereka untuk
berhubungan satu sama lain dalam konteks aturan dan lembaga bersama. Lembaga
bersama tersebut merujuk pada seperangkat kebiasaan dan praktek yang dibentuk agar
mampu merealisasikan tujuan bersama, dan lembaga tersebut meliputi perimbangan
kekuasaan, diplomasi, perang dan hukum international.

Sebagai masyarakat international, BAPA 1998, NGO, dan UNESCAP sebagai
perwakilan PBB melakukan perlindungan terhadap anggotanya atas pelanggaran HAM.
Agar gerakan mereka efektif, maka diperlukan adanya persamaan persepsi antar mereka
untuk melindungi warganya dari praktik trafiking lintas negara, terlebih setelah terjadinya
globalisasi yang meniadakan _sekat-sekat batas kedaulatan antar negara. Pada
perkembangannya, lembaga tersebut kemudian menganggap perlu untuk membuat UU
yang mengatur pemberian sangsi atas berbagai pelanggaran yang terjadi.

Mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki Indonesia, maka untuk memerangi
perdagangan perempuan buruh migran diperlukan adanya kerjasama dengan negara-
negara dan lembaga lain, khususnya dengan negara tujuan atau penerima, seperti
Malaysia, Thailand, Philipina, Jepang, China, dan sebagainya. Dengan adanya kerjasama
yang baik dengan negara-negara tersebut diharapkan dapat membantu kita di dalam
upaya untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan buruh migran yang
semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan banyak pihak. Ratifikasi Konvensi
ILO oleh pemerintah Indonesia diharapkan Juga dapat menekan jumlah penyimpangan
dan penyiksaan terhadap buruh migran, khususnya buruh migrant perempuan.
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